
• 

' • 

· . \ 

\. 

BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Bclakang Masalah 

Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa s istem 

pcmcrintahan ncgara Indonesia lx:rdasarkan alas huktlln (rl'c/ltstouts) , Jan 

bukan bcnJasarkan alas kckuasaan be I aka (111uclitstouts). Olch karcna ilu 

perlu usaha untuk meningkatkan ketertiban serta kepastian hukum yang 

mampu mengayomi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka segala 

sesuatu yang bersangkutan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara 

harus berdasarkan hukum. O.Notohamidjojo dalam b•Jkunya Makna 

Negara Hukum menerangkan bahwa yang dimaksud dengan negara hukum 

\ -:: ialah negara, dirnana pemerintah dan semua pejabat-pejabat hukum : rnulai 

dari Presiden, para Menteri, Kepala-kepala Lembaga Pemerintah lain, 

Pegawai, Hakim, Jaksa, anggota-anggota Legislatif, scmuanya dalam 

menjalankan tugasnya di dalam atau di luar jam kantornya taat kepada 

hukum. 

Taal kcpaJa hukum berarti menjunjung tinggi hukum, mcngambil 

keputusan-keputusan jabatan menurut hati-nuraninya, sesuai dengan hukum. 

Jiwa dari negara hukurn dalam Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 

adalah m~njunjung tinggi hak-hak asasi manusia. serta menjamin segala 

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan . 
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dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya." 1 

Agar hukum tidak dilecehkan, maka perlu dijaga, dikawal dan 

ditegakkan ketika ada seseorang yang melanggarnya. Dalam sistem 

peradilan pidana di lndoensia, salah satu aparat yang diberi tugas untuk 

menegakkan hukum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 

Tugas dan wewenang Polri sebagaimana digariskan dalam Undang-

Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri diantaranya adalah sebagai penegak 

hukum, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Kehadiran 

Polri tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan sistim yang ada di 

sekitarnya, yaitu masyarakat. Jnstitusi Polri senantiasa mengalami 

perkembangan s~jalan dengan tingkat kompleksilas yang terjadi di tengah 

masyarakat. 

Tugas utama Polri berkisar pada pcncgakan hukum (law et?/(Jrcement) , 

rm~merangi kejal}atan (crime fighting) , memelihara ketertiban umum (public 

order maintenances) atau peace keeJJing, scrta r claynnan masyar<tkat 

(publik services). Sehingga tidak hcran dinamika ugas atau peran Polri 

bertalian erat dengan faktor-faktor lain seperti hatnya situasi politik, 

ekonomi, budaya masyarakat dan sejenisnya, disanping faktor-faktor 

internal yang berada pada tubuh Polri sendiri. 

Berbeda dengan militer, Polri tidak menghadapi musuh yang harus 

dihancurkan atau dikalahkan, melainkan menghadapi masyarakat yang 

0. Notohamidjojo dalam Asyikin 1-lusein, 1999. Btufaya Ht,lwm Penyidik Polri, Fl-1 Undip, 
Semarang, hal I 
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susunanannya mosaistis , beraneka ragam. Polri menghadapi sasaran yang 

sangat cair (.fluid) , masyarakat yang dihadapi Polri terdiri dari berbagai 

golongan, lapisan dan watak dengan berbagai nuansa kemanu siaannya. 

Oleh karena itu pelaksanaan tugas Polri dalam penegakan hukum 

\.::_ maupun upaya paksa haruslah dilakukan melalui mekanisme yuridis dan 

dilaksanakan melalui metode ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. 

Polri tidak hanya harus menghadapi para penjahat, melainkan juga orang­

orang biasa, karena berdasarkan tugasnya secara sosial peran Polri dapat 

dirumuskan sebagai : 

a. memelihara kamtibmas dan menjamin keamanan umum. 

b. mcncegah, mcmberantas penyakit sosial masyarakat. 

c. memdihara kcsclamatan negara tcrhadap gangguan Jari Jalam, 

d.mcmelihara kcsclamatan orang, bcnda dan masyarakat, 

e. memberi perlindungan dan pertolongan dan 

f. mcngusahakan ketaatan masyarakat terhadap pcraturar. negara. 

Bangsa Indonesia telah bertekad untuk melakukan reformasi disegala 

bidang, tcrmasuk bidang hukum dan pcrangkatnya untuk mcnuju kc situasi 

yang lebih baik bagi tcrcapainya tujuan kcaJilan Jan kcmakmuran. Polri 

selaku alat negara penegak hukum tidak ketinggalan telah bertekad pula 

mengawal reformasi dengan langkah awal. mere~ormasi diri ke arah 

pelaksanaan tugas pokok yang profesional , murni tanpa campur tangan dari 

pihak manapun, termasuk penguasa. Hal ini ditandai terbitnya Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepoli sian Negara Republik 
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Indonesia yang mengatur batas-batas kedudukan, tugas dan wewen<.ng Polri 

dalam lingkup hubungan ketatanegaraan, yang didukung peraturan 

pelaksanaannya. 

Konteks bahasan ini adalah implementasi penegakan hukum pidana 

yang oleh negara diamanatkan kepada Polri, sedangkan tegaknya hukum 

negara itu sendiTi dalam doktrin kebangsaan menjadi tugas dan tanggung 

jawab dari seluruh warga negara Indonesia. Oleh kcrena itu hukum harus 

dijunjung tinggi oleh setiap warga negara untuk dipatuhi atas dasar 

kesadaran, karena hukum diciptakan dari norma-norma ya ng bcrlaku dalam 

masyarakat untuk mengatur tingkah laku masyarakat itu sendiri . 

Ketaatan pada hukum oleh semua warga negara bukan saja merupakan 

ajaran moral, tetapi juga dianjurkan oleh ajaran agama. Pendekatan secara 

hukum yang didukung rasa kcimanan sc baga i aspck spiritual, akan lcbih 

mudah menciptakan stabilitas dalam suatu ncgara hukum, dari pada 

pendekatan keamanan (security aproach). Memupuk kesadaran hukum 

rakyat adalah tugas yang harus dikembangkan oleh negara melalui institusi 

kenegaraan sccara cfektif. 

Mekanisme pemerintahan yang berdisiplin dan patuh terhadap hukum 
adalah contoh yang paling ideal untuk memupuk kesadaran hukum 
rakyat, sebab pada hakekatnya kepatuhan terhadap hukum bukan 
sekedar menunggu timbulnya kesadaran, tetapi sejauh mana rakyat 
melihat pemerintah, penegak hukum dan para pejabat negara konsisten 
melaksanakan hukum dan patuh terhadap perundang-undangan yang 
ada? 

Ramly Hutabarat, Persa.naan c.'i muka hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985,hal 79. 
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Tetapi dalam praktek kehidupan nyata, sering terjadi pemerkosaan 

terhadap hukum oleh masyarakat terhadap masyarakat lainnya. Hal ini 

tercermin dari pemberitaan mass media sehari-hari, baik media cetak 

maupun media elektronika, tergambar betapa kompleks akar masalah 

penyebao terjadinya pelanggaran hukum, baik yang disebabkan dari 

masalah sosial, misalnya pad~tnya penduduk, p.:ngangguran, kemiskinan, 

kebodohan dan keterbelakangan. 

/\gar hukum dipatuhi haruslah dijaga dcngan ditcgakkan oleh aparat 

pcncgak hukum. Dalam sistim pcradilan pidana ( crimina/justice .\ystem) 

yang ada di Indonesia, Polri memegang peran penting dalam salah satu 

proses rangkaian sistem tersebut, yaitu sebagai penyelidik dan penyidik. 

Menghadapi tuntutan tugas yang begitu berat, maka negara 

memperjelas tugas pokok dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam 

Pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor : 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, yang dirumuskan sebagai berikut : 

c.. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

b. mcncgakk<.ln hukum dan 

c. membcrikan per I indungan , pcngayornaP dan pclayanan kcpada 

masyarakat. 

d. mclaksa nakan pcngaluran, pt:njagaan. pt:ngawalan dan patruli lt:rhadap 

kcgiatan masyarakat dan pcmerintah scsuai kcbutuhan. 

e. menyelenggarakan segala kegiatan dalam mcnJamtn keamanan, 

ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. 
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f. membina masyarakat untuk meningkatkan rarf is ipas i masya rakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan. 

g. turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 

h. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan nas iona l. 

1. melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan tekni s terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa. 

J. .melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap sem ua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

k. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

Jaboratorium forensik, dan psikologi kepoli sian untuk kepentingan tugas 

ke polisian . 

I. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan I atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak 

J\sasi Manusia. 

m. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani olch instansi dan/..ttau pihak yang bcrwcna'lg. 

n. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian , serta 

o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Luasnya ruang lingkup tugas dan wewenang Polri , membuat 

masyarakat menggantungkan harapan-harapan yang mengarah kepada 

tuntutan agar Polri dapat berperan secara maksimal sebagai senopati dalam 

melindungi dan rnencegah terjadinya k~jahatan, mampu menegakkan hukum 

clengan dapat mengungkap setiap peristiwa kejahatan serta menangkap 

pelaku, menyidik dan dapat mengajukan ke proses peradilan yang jujur dan 

adil. 

Salah satu permasalahan penegakan hukum yang berhubungan dengan 

pcrlindungan kesclamatan jiwa dan harta IJcnda masyarakat adalah 

pcnegakan hukurn pidana kecclakaan lalu lintas . 

Menurut lswanto dalam disertasinya mcnyatakan bahwa pacta 

masyarakat modem, lalu lintas jalan menjadi rnasalah manusia. karena 

manusia ccndcrung bcrlambah ccpal rn.:kucn s inya, gc . ;tk dan pindall tern pal, 

sehingga manusia makin terbuka kemungkinan mcnjadi korban karena 

kccclakaan lalu lintas jalan. Kccclakaan lalu-lintas .ia iJ n ya ng bcra kihat 

korban mati atau luka bcrat tcnnasuk tindak pidana yang hcrunsur kclalaian . 

Tindak pidana lalu lintas jalan muncul scbaga i aki bat kernajuan 

perkembangan masyarakat, justru sangat membahayakan anggota 

masyarakat. 3 Dalam lingkup wilayah hukum Polrcs Klatcn angka 

kecelakaan lalu lintas cukup tinggi, sebagaimana dalam tabel dibawah ini. 

3 lswanto , Restitusi Kepada Karban Mali a/au Luka Berat Sebagai Syaral Pidan Bersyarat 
Pada Tindak Pidana Lalu Lintas .!alan, UGM, Yogyakarta, 1996, hal 2. 
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Tabel 1.1. Data kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Klaten tahun 2007 

NO BULAN JUML MD LB LR MATERIAL 

KEJADIAN 

~i Januari 42 I 5 75 I 05.320.000 

2 Pebruari 32 2 6 77 25.790.000 

3 Maret 52 4 7 89 57.350.000 

4 April 35 2 4 66 68.550.000 

5 Mei 35 6 4 59 63.025.000 

6 Juni 50 1 4 115 112.500.000 

-· 
7 Juli 63 4 7 100 87.025.000 

8 Agustus 69 8 16 116 115.400.000 

9 September 51 4 20 82 48.975.000 .. 

10 Oktober 27 2 7 43 38.625.000 

I l Nopember 50 8 16 69 It 7.750.000 

12 Desember 40 5 18 63 32.620.000 

--
Jumlah 551 49 114 9':'4 873.130.000 

Sumber : Data Laka Lantas Sat Lantas Polres Klaten. 

Peringatan aktual disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono ketika membuka Taman Lalu Lintas di Jakarta pada tanggal 12 

Mei 2007, bahwa angka korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas jalan 

selama 2006 mencapai 11.000 jiwa lebih, jumlah korban jiwa yang 

melampaui dari korban perang 4 

Jawa Pos , 23 Mei 2007 , hal I 
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Dalam penulisan ini tidak akan dibahas perbandingan seberapajumlah 

korban manusia atau kerugian material yang ditimbulkan, namun dari data 

; • angka kejadian yang cukup tinggi itu, tetapi ketepatan dalam penyelesaian 

hukumnya, khususnya dalam penerapan sangkaan pirlana yang dilanggar. 

Hal ini berkaitan dengan salah satu tujuan pemidana1n yaitu efek jera 
' • 

\ ... 
terhadap pelaku maupun pengguna jalan p;tda Ullllllllllya . 

. ' \ Dalam konteks ini ingin dikctahui pula bagaimana penyiclik Sat 

Lantas Polres Klaten dari sisi penegakan hukum terhada1~ Linclak pidana 

ken:lakaan lalu lintas dap;1t menerapkan huktllll dc: 11 gan tcpat. 11:11 ya ng 

menarik yaitu, diantara perkara kelalaian dalam peristiwa pidana kecelakaan 

-· mlu lintas, oleh penyidik Sat Lantas Polres Klaten diproses dengan rumusan 

tindak pidana kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. 

Berbicara masalah penegakan hukum tidak akan terlepas dari sistem 

hukum itu sendiri yang terdiri dari sus-sub sistem antara lain struktur 

hukum, subtansi hukum dan kultur hukum, dimana ketiganya saling 

\ ::_ berkaitan satu sama lainnya. 

Dalam penegakan hukum terhadap perkara pidana kccclakaan lalu-

lintas dari aspek struktur akan melibatkan lembaga lembaga pencgak hukum 

dalam sistem peradilan pidana (crimina/justice .\ystem ) sebagaimana diatur 

dalam KUHAP, dimana terlibat penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, 

Hakim qan Lembaga Pemasyarakatan. Penulisan ini dibatasi dalam ruang 

lingkup hanya ingin membicarakan peran penyidik Laka Lantas Polri. 
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Aspek subtansi hukum yang menjadi fokus adalah unsur pidana 
.. 

kecelakaan lalu lintas, dimana selama ini dianggap oleh aparat penegak 

.. 
hukum dan masyarakat sebagai ti:1dak pidana kealpaan/kcJalaian, sehingga 

penerapan hukumnya dirumuskan ke delik !alai sebagaimana diatur dalam 

Pasal 359 KUHP jika korban meninggal dan Pasal 360 KUHP jika' 

menimbulkan korban luka-luka. 

Kebiasaan ini menjadikan kokohnya sub sistem lainnya yaitu kultur 

hukum yang terlanjur melekat kepada aparat maupun masyarakat sehingga 

kelalaian itu dianggap sesuatu yang lumrah atau waja". Reaksi sosialnya 

adalah permakluman terhadap pt!nyelesaian hukum yang lebih cenderung 

kearah memaafkan atau perdamaian. Hal ini diduga menimbulkan dampak 
.. 

negati f terhadap kesadaran dan kepatuhan huku .n masyarakat dalam berlalu 

lintas sehingga faktor jera bagi pelaku tidak menyasar, atau bahkan 

masyarakat mengesampingkan sikap hati-hati dalam berl1lu-lintas, sebab 

jika terjadi kecelakaan asumsinya dapat diselesaikan dengan perdamaian. 

Dari pemahaman sistem tersebut akhirnya mengarah kepada 

pcmahaman scolah-o lah pcrsoalan hukum !aka lantas hanya scbagai 

kajahatan kealpaan belaka. Akibat sosialnya peristi wa yang sebenarnya 

menyangkut kesclamatan manusia dan korban _jiwa rn<.rlusia yang bcgitu 
' • 

\ .... 
besar menjadi dianggap peristiwa biasa-biasa . 

Penegakan hukum yang be~jalan sc lama ini kerm:ngkinan scbagai 

salah satu aspek yang ikut andil sebagai penyebab tetap meningkatnya 

·~ 
korban jiwa akibat taka lantas yang hampir seluruhnya dianggap sebagai 

, 
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delik !alai dan sebagian besar diselesaikan dengan cara kekeluargaan, 

walaupun hal itu dikehendaki oleh keluarga korban sendiri . 

Dari uraian Jatar belakang pemikiran diatas yang berangkat dari rasa 

keprihatinan terhadap tiungginya angka korban kecelakaan lalu lintas dan 

sistem hukum yang bc~jalan dalam pcncgakaan hukum tcrhadap pcrkara 

pidana kecelakaan Jalu lintas yang cenderung tidak memberikan etek jera. 

Kemudian muncul sesuatu yang menarik dimana penyidik Sat Lantas Polres 

Klaten memproses sebuah perkara kecelakaan lalu lintas korban meninggal 

dirumuskan ke dalam kejahatan sengaja menghil::tngkan nyawa orang lain 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP, dan kemudian 

memunculkan pcrt :myazn-pertanyaan yang dituangkan dalam formulasi 

permasalahan 

B. Rumusan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang berkaitan 

dcngan proses pcnyidikan, dan agar pcnclitian ini mcngarah kcpada 

permasalahan serta tidak menyimpang dari pokok bahasan yang dapat 

m€nimbulkan kerancuan, maka perlu dibatasi permasalahan yang 

dilt>kuskan pada l'l.:nyidik Laka Lantas Polrcs KlatLn mclakukan rumusan 

sangkaan dari delik lalai ke dalam delik sengaja yang durumuskan dalam 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap perkara pidana kecelakaan lalu 

lintas dengan rumusan delik sengaja? 
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2. Apa saja kendala yang ditemukan Penyidik Sat Lantas Polres Klaten 

dalam menjalankan proses penyidikannya ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk rncngetahui tentang: 

a. Proses penyidikan terhadap perkara piliana kecelakaan lalu lintas 

dengan rurnusan del ik sengaja. 

b. Kcndala :yang ditemukan Penyidik Sat Lantas Polrcs Klaten dalarn 

menjalankan pros€ls penyidikannya 

2. Manfaat Pcnclitian 

' ' • 
'~ . a. Manfaat Teoristis. 

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat mernberikan 

sumbangan ilmu pengctahuan bag i rnahasiswa pad11 umumnya dan 

Fakultas Hukum pada khususnya. Memberii(an pengetahuan tentang 

peranan Polri selaku aparat penyidik dalam serangkaian proses hukurn 

sebagai bagian sistern peradilan pidana (criJ :linaljustice !)ystem), yang 

dirnulai dari penyelidikan, penyidikan dan penycrahan perkara kepada 

Jaksa Penuntut Urnurn, serta harnbatan yang dihadapi. 

b. Manfaat Praktis. 

Manli.tal praktis dari pcnclitian ini adalah rncmbcrikan masukan 

\ ::_ bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik Polantas, dalam 

rangka proses penyelidikan, penyidikan suatu tindak pidana . • kecelakaan alalu Iintas dapat dirumuskan ke dalam delik sengaja, 

,. 

Proses Penyidikan..., Eko Prasetyo, Fakultas Hukum 2008



. . 

'\ 

-::..: '·· 

13 

sehingga dengan pengetahuan itu dapat menjawab hambatan-

hambatan yang mungkin dihadapi di lapangan dimasa yang akan 

datang. 
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